DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Achma,Rejekiningsih,2009, Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan
Menengah. Jurnal llmu Ekonomi ASET « 2009 Vol 11, No 2

Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung

Agustino, Leo. 2009. Dasar- dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi. Alfabeta:
Bandung

Ahmad & Windy.2013. online marketing place for Indonesian micro small and
medium enterprises based on social media.Elsavier technology 446 — 454

Arief, R. 2017. Evaluasi Program Pemberdayaan UKM Dinas Perindustrian dan
Perdagangan di Kota Surabaya (Studi di UKM Kampung Bordir
Kecamatan Rungkut ) Kebijakan dan Manajemen Publik , Volume 5,
Nomor 1

Dina, dkk, 2017. Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Pembinaan Dan
Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo.
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No. 1 Tahun 2017

Dumasari. 2014. Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif.
Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Dunn,William.2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hamdi,Muchlis.2014. Kebijakan Publik. Bogor:Ghalia Indonesia

Indah Pratiwi dkk. Perancangan Tata Letak Fasilitas Di Industri Tahu
Menggunakan Blocplan. Jurnal IImiah Teknik Industri, Vol. 11, No. 2,
2012

Islamy, Irfan,1997, Prinsip — prinsip perumusan Kebijakan Negara, Jakarta:Bumi
Aksara

Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi
Aksara: Jakarta

Isna & Ricka. Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan
Kawasan Mix Use di Kecamatan Jabon. Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik. VVol. 4 no.2 2016

Kusumanegara, Solahuddin.2010.Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan.
Yogyakarta:Gava Media

Lestari,Putri.2016. Skripsi Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kudus.Universitas
Diponegoro

Nguyen Khanh Duy dan Nguyen Thi Hoang Oanh.2015. Impact Evaluation of
Training on Productivity of the Small and Medium Enterprises in
Vietnam. International Review of Economics & Finance, Volume 58,
Pages 449-466

Nugroho D, Riant. 2012. Public Policy.Jakarta:Gramedia



Nur Djazifah ER; M.Si. (2012). Proses Perubahan Sosial Di Masyarakat.
Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat:
Universitas Negeri Yogyakarta.

Prayogo, Yoga Aji. 2012. Skripsi Strategi Dinas Perindustrian Koperasi dan
UMKM Kabupaten Sragen dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Mandiri di Kabupaten Sragen. Universitas Sebelas Maret
Surakarta (UNS)

Ridwan,dkk.2014. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang. Jurnal
Administrative Reform, VVol.2 No. 2

Santoro, et all,2019. Does Age Matter? The Impact Of Smes Age On The
Relationship  Beetween  Knowledge Sourcing  Strategy And
Internationalization. Journal of Business Research

Subarsono, 2013. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan
Aplikasi.Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press

Suharto,Edi.2005. Membangun  Masyarakat Memberdayakan  Rakyat,
Bandung:Refika Aditama

Suwitri,dkk.2015. Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Semarang.Journal of Public Policy and Management Review Volume 4
Nomor 3, Tahun 2015. ejournal3.undip.ac.id

Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset
& YPAPI

Tarmizi,Hasan Basri. 2012. Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan Terhadap
Perkembangan UKM Binaan PTPN Il Medan. Jurnal Ekonomi dan
Keuangan Vol.3 No.4

Thu Kim Nguyen, dkk.2018. The Exporting And Subcontracting Decission Of
Veietnam’s Small And Medium — Sized Enterprise. International Review
of Economics & Finance

Wellalage & Fernandez,2019. Innovation and SME finance : Evidence from
Developing Countries, International Review of Financial Analysis 66
(2019) 101370

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med
Press

Yao Wang,2016. What are the biggest obstacle to Growth of SMEs in Developing
Countries. Borsa Istanbul Review 16-3 (2016) 167 — 176

Badan Pusat Statistik. Kedawung Dalam Angka 2019. BPS,Sragen

Bank Indonesia.2015. Kajian Identifikasi Indikator Sukses Kluster. Bank
Indonesia,Jakarta

Bappeda Litbang, 2017. UMKM Pedesaan di Kabupaten Sragen

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang UMKM

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang UMKM.

Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011



https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/issue/view/661
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/issue/view/661

Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 201 1 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah
Dengan Badan Usaha

Undang — Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat



